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Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana Dan
Fasilitas Pelayanan Umum Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu
Babussalam
Kabupaten Rokan Hilir

ABSTRAK
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Kata Kunci : Perencanaan;’ “Komunikasi, Pembagian dan Hubungan Kerja,
Mengadakan Pertemuan

Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang
dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu
peristiwa. Sedangkan Koordinasi adalah penyesuain diri dari masing-masing
bagian, dan usaha mengerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu
yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan
sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. Permasalahan yang muncul yakni
Kurang maksimalnya peran camat dalam memelihara fasilitas umum yang ada
dikampung teluk nilap. Ini..mengakibatkan.5 unit rumah.dinas yang ada
dikampung teluk nilap tak terawat bahkan 2 rumah rusak parah, Tidak adanya
koordinasi yang dilakukan camat kepada penghulu teluk nilap dalam pelimpahan
tugas dalam pengelolaan fasilitas umum , hal ini ‘mengakibatkan pihak penghulu
teluk nilap marasa tidak berkewajiaban juntuk mengelolanya. Dengan demikian,
tujuan penelitian .untuk mengetahui peranan Camat dalam.mengkoordinasikan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kepenghuluan Teluk
Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif dengan lokasi penelitian
Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.
Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, sedangkan
pengumpulan data melalui~hasil. observasi,.survey, wawancara, dan kuesioner
penelitian. Setelah data-data diperoleh lalu dikelompokan menurut jenisnya dalam
sebuah tabel, kemudian data tersebut di analisis dan di hubungkan dengan teori-
teori dalam bentuk uraian sehingga kesimpulan dapat di ambil.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Peranan Camat Dalam
Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap
Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sudah cukup berperan
dengan persentase 38,12%. Hal ini didasari dari kenyataan yang ditemui yakni a)
Perencanaan sudah cukup berperan. b) komunikasi berada pada kategori berperan
dengan baik. ¢) pembagian dan hubungan kerja berada pada kategori cukup
berperan. d) mengadakan pertemuan berada pada kategori cukup berperan.



The Role of the Camat in Coordinating Public Infrastructure and Facilities in
Kepenghuluan Teluk Nilap, Kubu Babussalam District
Rokan Hilir Regency

ABSTRACT

Deden Saputra
137310261

Keywords: Planning, Communication, Division and Employment Relations, Hold
Meetings

Role is an action taken by a person or group of people in an event or
part that someone plays in an event. Whereas Coordination is the self-adjustment
of each part, and the effort to mobilize and operate the parts at a suitable time, so
that each part.can make the most contribution to the overall outcome. The
problem that arises is the lack of the role of the sub-district administrator in
maintaining public facilities in the nilap bay. This resulted in'5 units of official
housing in the village of Nilap bay not being maintained even 2 houses were
severely damaged. The lack of coordination was carried out.by the sub-district
head to the nilap bay in delegation of tasks.in the.management of public facilities.
Thus, the purpose of the study was to determine the role of the Camat in
coordinating the maintenance of infrastructure and public service facilities in
Kepenghuluan Teluk Nilap, Kubu Babussalam District, Rokan'Hilir Regency.

This type of research-isia/descriptive survey with the research location
of Kepenghuluan Teluk Nilap, Kubu Babussalam District, Rokan Hilir Regency.
Types and sources of data used primary data and secondary data, while collecting
data through the results of observations, surveys, interviews, and research
questionnaires. After the data is obtained then grouped according to its type in a
table, then the data is analyzed and linked to theories in the form of descriptions
so that conclusions can be taken.

Based on the results of.the study,.it.is known that the role of the Camat
in Coordinating Public Infrastructure and Facilities in Kepenghuluan Teluk
Nilap, Kubu Babussalam Subdistrict, Rokan Hilir Regency has a significant role
with a percentage of 38.12%. This is based on the reality found, namely: a)
Planning has enough role. b) communication is in the category of acting well. c)
the division and work relations in the category play a role. d) holding meetings in
the category is quite instrumental.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

jangka
cita-cita
makmur, F
Kesatuan

1945.

perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan,

Provinsi dan Pusat.
Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD
1945 memberi keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi

daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih



menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan,
keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi daerah dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu
meningkatkan Kketerlibatan  masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan di daerah masing-masing. Demikian juga dalam hal kepemilikan.
Kepemilikan maksudnya adalah: ;sumber: pendapatan yang telah dimiliki dan
dikelola oleh suatu pemerintahan desa, misalnya tidak dibenarkan diambil alih
oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pemerintah desa dalam meningkatkan
pendapatannya bias memiliki badan usaha milik desa (BUMdes), bekerjasama
dengan pihak ketiga dan melakukan pinjaman. Di sini juga terlihat pentingnya
partisipasi atau-peran serta masyarakat dalam otonomi daerah. (Sunarso, 2013:
72).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.Pemberian
otonomi luas kepada  daerah diharapkan untuk. mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan
peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan
mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan
keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kemudian sekarang Undang-



Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai
dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan,
namun pada esensinya tetap menggunakan_prinsip otonomi.seluas-luasnya dalam
arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur Semua unsur
pemerintahan di luar yang menjadirurusan pemerintah pusat.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk
memberikan pelayanan, peningkatan peran seria, prakarsa dan pemberdayaan,
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan
prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung
jawab.Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya
perubahan secara sruktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.Salah satu perubahan yang sangat esensial
adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi camat.

Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut,
mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung
pada pendelegasian sebagai kewenangan..pemerintahan dari Bupati/Walikota
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan
pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi
peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan

pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status
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Kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan

Dinas dan lembaga teknis daerah bahkan Kelurahan.

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah Kecamatan dan

rangka

pelayanan

mendapat persetujuan.
Sedangkan tugas Camat di atur pada pasal 225 UU No. 23 Tahun 2014
sebagai berikut :
(1) Camat sebagimana yang dimaksud dalam pasal 224 ayat (1) mempunyai

tugas :
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a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud

dalam pasal 25 ayat (6);

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

(2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan
pelaksanaan tugas lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i
dibebankan kepada yang menugasi.

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang di maksud pada

ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.
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Selain tugas tersebut diatas Camat juga mendapatkan pelimpahan
wewenang, hal ini di atur pada pasal 226 UU. No.23 tahun 2014, sebagai berikut :

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 225 ayat

(3) Peli : enanga ; ‘ : 1 dimaksud pada

rpedoman pada

pemberikan izin ment ’«Q
Mengenai pendanaa . at dari pe ahan wewenang tersebut diatas
diatur pada Pasal 227 UU No. 23 Tahun 2014 vyaitu: Pendanaan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226
ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten/ Kota.
Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pasal 10 tentang

kedudukan, tugas camat dalam memimpin kecamatan sebagai berikut :



N ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

enagan daerah

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/walikota untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliuti aspek :

a. Perizinan;

b. Kekomendasi ;

c. Koordinasi ;

d. Pembinaan ;
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e. Pengawasan ;

f. Fasilitasi ;

g. Penetapan ;

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan. Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana pada ayat (2)
mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai

peraturan perundang-undangan.



Kecamatan adalah wilayah pemerintahan yang merupakan gabungan dari
beberapa Desa atau Kelurahan. Dalam Hal Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu di wilayah di

a. Si itas daerah de ertikal yang terkait

b. 3 elayanan umumyang

Q@‘

Pelaporan pelaksanaa

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) HBB}]BZISIICIJB(I
NI disay yejepe i uawnyo(g
o
=
5
B
QD
3

umum diwilayah kecamatan kepada bupati/walikota

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai
pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoorsinasikan semua urusan

pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan

publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.



Selanjutnya Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.Namun rancangan Perda tentang
pembentukan Kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan
bersama antara Bupati/Walikota.disampaikan-kepada Menteri melalui Gubernur
untuk mendapatkan persetujuan.

Kubu Babussalam adalah sebuah ‘Kegamatan di Kabupaten Rokan Hilir
Provinsi 'Riau.Kecamatan Kubu Babussalam merupakan pemekaran dari
Kecamatan Kubu, yang diresmikan berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir
Nomor 27 tahun 2011. Sedangkan Teluk Nilap merupakan salah satu Desa yang
ada di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun- prasarana dan fasilitas pelayanan. umum vyang ada di
Kepenghuluan Teluk Nilap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Prasarana dan Fasilitas Umum Kantor Kepenghuluan Teluk Nilap

Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun

10

2018
No Prasarana dan Fasilitas Umum Jumlah
1. | Komputer 1
2. |Print 1
3. | Meja 2
4. | Kursi 5
5. | Laptop 1
6. | Lemari Arsip 1
7. | Foto Copy -
8. | Bagan Struktur 1
Jumlah 12

Sumber: Data Hasil Olahan 2018
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Tabel 1.2 Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kepenghuluan Teluk Nilap

Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

No | Jenis Prasarana Dan Fasilitas Umum Jumlah/Unit
1. | Rumah sakit
2.
3.
4.
5.
Sumber:
dan fasilitas
pelayanan
Table 1.3 da
No
1.
2.
3.
4.
fasilitas umum
5. |Rapat koordinasi penanggulangan bencana 1
kebakaran hutan dan lahan
6. [Deklarasi pemilu damai 1
7. |Menghadiri rapat tim PORA tingkat 1
kecamatan
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8. |Menghadiri  rapat pelaksana evaluasi 1
akuntabilitas kinerja

9. |Menghadiri rapat koordinasi perbaikan pasar 1
tradisional

2.

u babussalam
sebanyak 211

asilitas umum

J% e elihara fasilitas umum yang

ada dikampung Q 3 Jc *”' 5 unit rumah dinas yang

\

ada dikampung teluk nila pahkan 2 rumah rusak parah
Tidak adanya koordinasi yang dilakukan camat kepada penghulu teluk
nilap dalam pelimpahan tugas dalam pengelolaan fasilitas umum , hal ini

mengakibatkan pihak penghulu teluk nilap marasa tidak berkewajiaban

untuk mengelolanya.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Peranan

%

S\

o
e
o
4
P
v
y
¢

s

13



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu

Babussalam Kabupaten Rokan Hilir?”

pemeliharaan

Teluk Nilap

b. Secara akademis, penelitian ini akan menambah kepustakaan dan dapat
dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan
tentang pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan. Penelitian ini juga
diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi peneliti sendiri
maupun bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang

pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di masa yang akan datang.

14
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c. Secara praktis, penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan bagi

pemerintah Kecamatan khususnya peran Camat dalam mengkoordinasikan

pemeliharan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

15
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BAB 11
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

ol
eNnaa
ae

(
alla

menggamba

menjalankan

fungsi pokok yang mesti dilakukan ole

Pelayanan itu dikelompokkan menjadi pelayanan sipil dan jasa publik.
Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang-perorangan,
pribadi atau privat, sedangkan jasa publik bersifat kolektif, karena melahirkan
definisi penting tentang pemerintahan sebagai suatu ilmu, dimana pemerintahan

mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntunan tiap

16
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orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehingga
diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. (Labolo, 2010: 33).

2. Konsep Kecamatan

entang pemerintahan

‘}‘5“‘ .00 gkat daerah

rangka

pelayanan

tukan Kecamatan yang
telah  mendapatkan etujus Bupati/Walikota dan DPRD
Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan oleh
Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapat
persetujuan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai

pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan

17
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pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan

publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Selanjutnya Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan

perundang-undangan.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a.
kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi
Kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk; dan b. kesepakatan
musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau

nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.

18
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Klasifikasi kecamatan diatur pada pasal 223 UU No.23 Th 2014 sebagai

berikut:

(1) Kecamatan diklasifikasikan atas:a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk

Perangkat Kepenghuluan adalah unsur pembantu Penghulu dalam melaksanakan
tugas-tugas pemerintah Kepenghuluan dan ada juga badan permusyawaratan
Kepenghuluan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan
dalam Perda Rohil, Tahun 2009 Nomor 3. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat

ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena mereka diangkat oleh pemerintah

19
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untuk melayani masyarakat, oleh karena itu harus dibangun komitmen yang kuat

untuk melayani sehingga pelayanan akan dapat menjadi lebih intensif dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat merancang pelayanan yang

kreativitas
semua hal ) ¢ : ‘- arus melalui rute
persetujuan Kecamatan. camate : amat memiliki
tugas untu akukan ¢ pemerintahan  ditingkat

Kepenghulu

(terutama tentang pemerintahan, organisasi dll). Sedangkan pengertian atau
definisi dari publik adalah orang banyak (umum).
Jadi pengertian dari kebijakan publik adalah segala peraturan dan tindakan

pemerintah yang disusun serta dilaksanakan untuk kepentingan umum atau

masyarakat (publik).

20
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Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti

memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk:

o

Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat

. Melindungi

berikut : * Pera ade '} ya au sekelompok
orang dalam suatu pe “bagic r 3 rang dalam suatu

peristiwa.

Pera enu \ cakupan peran

peranan dapat diartikan sebagai langkah yang diambil oleh seseorang atau
kelompok dalam menghadapi suatu peristiwa.

Menurut Sari (2009;106) ““ Peranan adalah konsep tentang apa yang harus
dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku
dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang

penting bagi struktur sosial masyarakat”.

21
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Menurut Duverger (2010;103) berependapat bahwa istilah “peran” (role)
dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku di

dalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus

adalah pola pe c ) Seca - an oleh seseorang
dari orang-

diharapkan

Q@ 02 15 yang dimilikinya, dan
seseorang dapat dikataka ‘ elah melaksanakn hak dan
kewajibannya  sesuai  dengan sosialnya  dalam  masyarakat
(Abdulsyani;2012;94).

Menurut Soekanto (2006;213) Peranan yang melekat pada diri seseorang
harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang
dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukakan tempat individu

pada organisasi masyarakat.Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi,

22
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penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.Jadi, seseorang menduduki suatu posisi

dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Suatu peranan mencangkup tiga hal yaitu sebagai berikut :

Menurut Leonard D. White (dalam Kencana;2011;33) : Koordinasi adalah
penyesuain diri dari masing-masing bagian, dan usaha mengerakkan serta
mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan
demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada

keseluruhan hasil.

23
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Koordinasi menurut Djamin dalam Hasibuan (2011;86) diartikan sebagai

suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas

tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling

adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur
(yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi
waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang
diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada
tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak

yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.
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Menurut Ndraha (2003;295) tujuan koordinasi yaitu :

a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin

melalui sikronisasi, penyerasian, kebersamaan dan kesinambungan, antar

b.

c nsif-antisipatif
rbeda-beda,
hasilan unit

a.

b. Koordinasi Vertikal Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama

secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi
kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya
antar kepala unit suatu instansi kepada kepala sub unit lain di luar mereka,

Kepala Bagian (Kabag) suatu instansi kepada Kepala Sub Bagian
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(Kasubbag) lain di luar bagian mereka. Kepala Biro suatu instansi kepada
Kepala Sub Biro lain di luar Biro mereka.

c. Koordinasi Fungsional Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan

a. Para pe Seri } : : laksanakannya

tugas dalam

Adanya prosedur dan data kerja yang kurang jelas dan berbelit-belit dan
tidak diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dalam usaha
kerjasama.

f.  Kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi yang

disebabkan oleh kurangnya kecakapan, wewenang dan kewibawaan.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

27

g. Tidak atau kurangnya forum komunikasi diantara para pejabat yang

bersangkutan yang dapat dilakukan dengan saling tukar menukar informasi

dan diciptakan adanya saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan

7. Konsep Sarana dan Fasilitas Umum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005;999) menyatakan bahwa sarana
adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud
atau tujuan.Secara umum defenisi sarana dan prasarana adalah alat penunjang

keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik,
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karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan

tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2006 tentang standarisasi

sarana dan prasa dalam peraturan ini
yang dim d de
<>
a ndar erah adalah

dinas, dan

erfungsi  sebagai
alam mencapai

engkapan kerja,

v NaNtt

ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan
serta memenuhi persyaratan estetika.
e. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan

kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.

28
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f. Rumah dinas adalah rumah milik atau dikelola oleh pemerintah daerah,

terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/ rumah dinas dan rumah

pegawai.

suatu usaha nembar iapka i pa yang diperlukan
orang lain. S jkan me Moeni 20 ': dalah kegiatan yang

dilakukan o eorang ate ) asan faktor materi

Supranto (2006;227) mengatakan bahwa pelayanan atau jasa merupakan
suatu kinerja penampilan, tidak terwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan
dari pada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpsrtisipasi aktif dalam proses
mengonsumsi jasa tersebut.

Sedangkan menurut Sampara dalam Sinambela (2011;5) pelayanan adalah

suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar
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seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan
pelanggan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas maka peneliti mengambil

kesimpulan bahw : ada i akukan oleh seorang

al dengan

masyarakat ikare ‘tida jasa atau 1 nan disediakan oleh
pihak swasta, oleh ka i i an _untuk memenuhi

kebutuhan p

Menurut Sinambela (2011, pelayanan publik diartikan sebagai
pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi inti atau sesuai dengan aturan pokok dan tatacara
yang telah ditetapkan.

Sedangkan didalam Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan

publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian
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kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
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Partisipatif ~ yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan,

dan harapan masyarakat.

. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yaitu setiap Negara berhak

memperoleh pelayanan yang adil.
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h. Keterbukaan vyaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah

mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang

diinginkan.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara
variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya dilandasi
oleh konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Dalam penelitian ini

kerangka piker dapat digambarkan dengan diagram berikut ini:
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Gambar I1.1 Kerangka Pikir Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan
Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan
Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan
Hilir

e
-_&t.x!,iﬂ-

indikator variabel dalm menganalisa Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk
Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk itu dibutuhkan standar operasional sebagai indikator dan variabel-

variabel yang akan diteliti sebagai berikut:
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1. Peranan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok

orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam

suatu peristiwa.

2.

3. sing bagian, dan
1da waktu yang
bagian dapat

4.

5.

ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat
mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

6. Fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat mempermudah dan
memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-benda atau

uang.
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7. Pelayanan umum merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan

orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi inti

sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

koordinasikan
Teluk Nilap

Hilir.
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Tabel 11.1 Oprasional Variable Penelitian Peranan Camat Dalam
Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum
Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten
Rokan Hilir

Konsep Variable Indikator Item Penilaian Skala
Koordinasi Peran camat |1.Perencanaan |a. Menyusun Berperan
pemerintahan dalam rencana kerja Cukup Berperan
adalah  proses| mengkoordi Kurang Berperan
kepakatan

unsur
terlibat Berperan
proses) Cukup Berperan

pemerinta Kurang Berperan

yang
beda

Berperan
Cukup Berperan

ar
Kurang Berperan

ngga disatu ¢
semua kegiat
kedua :
pihak
pada :
pemerintahan
yang ditetapkan
bersama dan
disisi lain
keberhasilan
pihak yang satu

Berperan
Cukup Berperan
Kurang Berperan

harus

tidak rusak
oleh
keberhasilan
pihak yang
lain.

(Ndraha, 2003:
293).
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E. Teknik Pengukuran
Untuk  Mengetahui Peranan Camat dalam  Mengkoordinasikan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk

Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, maka akan

Berperan : . ana dengan baik,
100 %.

Cukup Berper nya sz di ksana, dengan hasil
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

if kuantitatif dengan
‘!!nm\‘ '@% ,w

umum dalam hal proses pelayanan publik. Padahal sebagai penyelenggara layanan
harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Menurut Sugiono (2007;115) populasi merupakan wilayah generalisasi

yang terdiri atas objek-objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan
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karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian

ditarik kesimpulannya.

Populasi dan penelitian ini adalah Camat Kubu Babussalam, Penghulu

39

Teluk Nilap, pe ubu - lu Teluk Nilap dan
masyar
2. Sam “%RQTTAS ISL4p, R
N 2
M u i h% lgn i jumlah dan

karakteristi i kan menurut
Singarimbu E i kegiatan dari
populasi ya i afté st rnya' jan.
Tabel 111.1: Populasi pect HE= =

No lasi ’

fs) l Persentase

1 LR 5

1. | Camat 100%

2. | Kasi Sara 100%

3. | Pegawai K - 50%

4. | Penghulu Te ila i 100%

5. | Pegawai Kepen 5 50%

6. | Pegawai Puskesmas 5 100%

7. | Masyarakat 20 0,15%

Jumlah 12.878 41 -

Sumber : Modifikasi Penulis, 2018
D. Teknik Penarikan Sampel
Teknik penarikan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah untuk

Camat dan Penghulu Teluk Nilap menggunakan penarikan nonProbality Sampling
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dengan metode sensus sampling yang merupakan teknik penentuan sampel

dimana semua anggota populasi dapat dijadikan sampel penelitian.

Untuk Pegawai Kecamatan Kubu Babussalam dan Kepenghuluan Teluk

penulis menentukan

Rokan Hilir.

2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa dokumen
instansi, literature dan artikel yang relevan dengan objek penelitian, antara

lain buku-buku, referensi, jurnal-jurnal umum dan internasional serta

peraturan perundang-undangan.
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F. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian

ini sebagai berikut:

1. Observasi

mencari informasi dari suatu masalah.
3. Wawancara

Menurut Harrison (2007;104) wawancara adalah pertemuan antara periset
dan responden akan menjadi data mentah. Secara khusus, wawancara merupakan

alat yang baik untuk menghidupkan topik riset.\WWawancara juga merupakan

41



metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum
dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literature yang membahasnya.
4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan. teknik pengumpulan  data.dengan melihat atau
menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain
yang berkaitan dengan objek serta masalah-penelitian.
G. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kkuantitatif, setelah data
dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut dikelompokkan
dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan
dianalisa dalam dua bentuk. Data yang bersifat kuantitatif akan ditabulasikan
dalam bentuk tabel dan dibandingkan dengan teori dan pendapat para ahli
kemudian dapat di ambil kesimpulan.
H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Untuk mengetahui jadwal waktu kegiatan dalam penelitian ini dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 111.2 Jadwal Waktu = Penelitian.Tentang Peranan Camat Dalam

Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum

Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam
Kabupaten Rokan Hilir
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Minggu / Bulan / Tahun

Februari Maret April Mei Juni

Kegiatan

2018 2018 2018 2018 2018

1 2] 314 | 1] 2) 3[4 ] 112 | 3] 4 1| 2] 3[4 ] 1

Persiapan  dan

X| X X| X
Penyusunan UP

Seminar UP X

Perbaikan UP
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Pengurusan UP

Penelitian
Lapangan

Bimbingan
Skripsi

Ujian Skripsi

Perbaikan




BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

Kabupatens Rokan - Hilir._merupakan« sebuah kabupaten baru yang
merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten Bengkalis. Dibentuk pada tanggal
4 Oktober 1999 berdasarkan.Undang-tindang;Ri, No. 53 tahun 1999. Kabupaten
Roakn Hilir terletak di pesisir Timur Pulau Sumatera pada Koordinat 1°14' sampai
2°30" LU dan 100°16' hingga 101°21' BT dan berhadapan dengan selat Malaka.
Luas wilayah Kabupaten Roakn Hilir adalah 8.881,59 Km.

Kabupaten Rokan Hilir berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :
Sebelah Utara.:*Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka. Sebelah Timur: Kota
Dumai. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hulu.
Sebelah Barat: Provinsi Labuhan Batu dan Provinsi Sumatera Utara.

B. Sejarah Singkat Kecamatan Kubu Babussalam

Kecamatan Kubu Babussalam merupakan salah satu kecamatan yang ada
di Kabupaten Rokan Hilir. Pada mulanya kecamatan.ini dibentuk atas pemekaran
dari Kecamatan Kubu, yang diresmikan pada-tanggal 15 Maret 2012 oleh Bupati
Rokan Hilir yaitu H. Annas Maamun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabuapaten
Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2011 Ibu Kota Kecamatan Kubu Babussalam
berkedudukan di Rantau Panjang Kiri Hilir.

Namun seiring dengan berkembangnya semangat otonomi daerah yang
ditandai dengan banyaknya daerah memekarkan diri, kondisi ini pun terjadi di

Kecamatan Kubu Babuussalam. Kubu Babusssalam memiliki 12 Desa dan Jumlah
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penduduknya 22.888 Jiwa. Kecamatan Kubu Babussalam sekarang dipimpin oleh

seorang camat yaitu Drs. Ahmad Atin.

wilayah kecamatan sebagai berikut:
a.

b.

o

Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Kubu Babussalam :

Sebelah utara berbatasan dengan selat malaka
Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan bagan sinembah
Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan kubu

Sebelah timur berbatasan dengan pekaitan
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D. Keadaan Penduduk
Jumlah penduduk di Kecamatan Kubu Babussalam per Agustus tahun

2018 berjumlah 22.888 jiwa, terdiri dari 13.295 jiwa laki-laki dan 9.593 jiwa

dalam rang dkan tata ke d ang baik, maka
pemerintah da Syaraks anaka '-:_ : aha arahkan untuk
mengatasi masalé alah dalam kesejahtera; : ercipta masyarakat

cerdas, sehat dan b it i A g hatan, keluarga

kepala desa.
F. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Pada prinsipnya dalam organisasi perlu adanya kerja sama yang sesuai dan
dinamis untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Didalam organisasi selalu
terdapat rangkain hirarki artinya bahwa dalam suatu organisasi selalu terdapat apa

yang dinamakan bawahan dan atasan.
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Pada umumnya organisasi sebagai rangkaian hirarki adalah bersifat
dinamis artinya bahwa orang-orang yang menduduki jabatan dalam rangkaian

hirarki bisa berganti-ganti bila diperlukan. Untuk lebih jelasnya rangkaian hirarki
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Sub.
Bagian
Keuangan
. Kasi
P K?S: h Kesejahteraan
emerintahan Sosial
Untuk me erjaan-pekerjaan yang

Kubu Babussalam ini, maka dibentuk ruktur organisasi kerja dan fungsi para
pegawai Kantor Camat Kubu Babussalam Selain untuk tujuan tersebut, fungsi
struktur organisasi ini agar setiap individu atau pegawai mempunyai deskripsi
kerja yang lebih baik terkait dengan apa yang harus dikerjakan dan wewenang apa

yang dimiliki oleh pegawai kantor Camat Kubu Babussalam.
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Sesuai Urian pokok dan fungsi Kecamatan Kubu Babussalam mempunyai

tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan,

Membina penyelenggaraan pemerintahaan desa dan kelurahan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya atau yang belum dapat di laksanakan pemerintah desa atau
kelurahaan.

4. Kecamatan dipimpin oleh camat.
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5. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekertaris Daerah.

Adapun susunan organisasi adalah sebagai berikut :

Susunan Organ

1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan  kewenangan
pemerintahanyang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah.

2. Urian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Mengkoordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum.

b. Mengkoordinasi upaya ketentraman dan ketertiban umum.
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. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-

undangan.

. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

D ﬂ" ah desa atau

ang  meliputi

A

engkapan dan

dan tugas-tugas

SIS ALNANALS

B3
<>
3

A5G

Bupati kepada

o

. Menjalankan keb eme h Kabupaten Rokan Hilir ditingkat

Kecamatan.
Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Pemerintah
Kabupaten Rokan Hilir dalam bidang pembangunan di tingkat

Kecamatan.

. Menetapkan prosedur pedoman teknis terhadap kelencaran

pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kemesyarakatan.
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Menyelenggarakan dan membina keamanaan dan ketertiban di wilayah

kerja.

Melaksanakan pembinaan karir pegawai dilingkungan kecamatan.

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

b.

Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan.

Member petunjuk, membagi tugas membimbing bawahab agar
pelaksanaan tugas berjalan lancer dan tertib.

Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-

tugas seksi secara terpadu dan tugas pelayanaan administratife.
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. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang

. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.

. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan.

langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.

. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan

kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
Menyampaikan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang

telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
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s. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku

penilain sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3

bawahan.

=%

5B 2
5

keluar.

g. Melakukan pekayanan dan memproses kartu keluaga dan kartu
penduduk.

h. Memeriksa meneliti mangarsip surat masuk dan surat keluar.

i. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab

atas keamanaan kantor.
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J. Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan
lainnya.

k. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan

atasan. d.

1. gian Pe N mel ai tugas poko aksanakan tugas di

administrasi program kerja.

d. Mengumpul, mengelola, menganalisa data sebagai bahan acuan dalam
penyusunan kerja.

e. Melakukan observasi lapangan untuk menilai kebenaran dan keakuratn

data sebagai bahan dalam penyusunan program kerja.

f. Mempersiapkan daftar usulan kegiatan pelaksanaan tugas.
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0. Melakukan evaluasi terhadap program kerja sebagai bahan penyusunan

laporan.

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang

o “ . atuan yang berlaku.
“Q! eg“
bl

aban tugas.

atan penilaian

pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.

c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan
kegiatan pelaksanaan tugas.

d. Membantu sekertaris melaksanakan pengelolaan penyusunaan
administrasi keuangan.

e. Menyusun, memerikasa dan meneliti rencana anggaran.
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f.  Melakukan pengawasan dan pengedalian pengunaan anggaran.

g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pembedaharaan.

h. Melakukan dokumen tanda bukti penerimaan dan pengeluaran

atasan. T.

1. tugas dibidang

pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.

c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan
kegiatan pelaksanaan tugas.
d. Melaksankan tuga-tugas yang berhubungan dengan pemerintahan.

e. Membuat program Kkerja dibidang pemerintahan dan masyarakat.
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f. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi
pemerintahan Desa dan Kelurahaan.

g. Melakukan monitoring dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala

epala Desa yang

a Desa yang

entian anggota

disyahkan oleh BPD.

p. Memeriksa hasil kerja nawahan sesuai dengan petunjuk yang telah
ditetapkan.

g. Melaksanakan koordinasi tugas-tugas kepala sekcam.

r. Melakukan dan menfasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan yang

timbul antara Pemerintah Desa.
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s. Menyampaikan saran dan  pertimbangan kepadaatasan tentang
langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketetuan yang berlaku.

t. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil

'
. Melaksanakan tug ‘ S yang berhubungan dengan ketentraman dan
ketertiban umum.
e. Membuat program Kerja dibidang trantib.
f.  Melakukan pembinaan terhadap perlindung masyarakat.
g. Mengambil langkah-langkah kebijakan yang dianggap perlu demi

terciptanya ketebtraman dan ketertiban masyarakat.
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h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

dan pemilihan pemilihan Anggota Perwakilan Pemilihan Desa (BPD).

i. Melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan

g. Menilai prestrasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan
penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
r. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.
h. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan

tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat
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2. Uraian tugas dimaksud pada ayat ( 1) adalah :

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.

b. Memeberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar

Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan yang diberikan
pemerintah kepala desa dan kelurahan.

k. Melakukan usulan anggaran pembangunan Kecamatan.

I.  Meneliti usulan anggaran yang diajukan oleh desa dan kelurahan.

m. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kepala desa dan kelurahan.

n. Memeriksa hasil kerja bawahan.
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0. Menyiapkan bahan laporan dibidang pemberdayaan masyarakat

desa/kelurahan sebagai pertanggung jawaban kepada atasan.

p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
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kegiatan pelaksanaan tugas.

d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan kesejahteraan
social.

e. Membuat program kerja di bidang kesejahteraan social.

f. Melaksanakan pembinaan terhadap kehidupan kerukunaan beragama

dan antar umat beragama.
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. Membina kegiatan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

. Membantu pembinaan keluarga berencana.

Melakukan kegiatan perayaan hari-hari besar beragama dan hari besar

Membantu pembinaan PKK.
Menyiapkan bahan laporan dibidang kesejahteraan sosial sebagai
pertanggung jawaban atasan.

Menyampaikan saran dan perimbangan kepada atasan tentang langkah-

langkah yang perlu diambil dengan ketentuan berlaku.
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u. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
tyang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

v. Menilai prestrasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. lIdentitas Responden

1. Tingkat

Tingkat U sangat me an k 1g-dalam befikir dan

Tabel V.1 Identitas Re

No Tingkat Umur Persentase

1 21-30 9 21,95%

2 31-40 22 53,65%

3. 41 -50 6 14,65%

4 >51 4 9,75%
Jumlah 41 100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2018
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang berumur 21-30 tahun

sebanyak 9 orang atau 21,95%, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 22 orang atau
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53,65%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 6 orang atau 14,65%, dan yang
berumur >50 tahun sebanyak 4 orang atau 9,75%. Jadi berdasarkan gambaran

tersebut dapat ketahui bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini sudah

asikan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan
Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peranan mempunyai arti sebagai

berikut: “Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok
orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu

peristiwa”. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 1173).
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Peranan menurut Ambarwati (2009: 15), menunjukan cakupan peran
sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukannya dalam suatu

perusahaan. Sebagaimana dalam menjalankan sebuah perusahaan, perusahaan

-

%q'

peranan
kelompok
Me

dilakukan o ntutan perilaku

RAENANALY

dari masya individu yang

penting bagi

anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya,
peranan hanyalah sebuah aspek dari status”. (Duverger, 2010: 102).

Sedangkan Stoetzel dalam Maran (2007: 50) mengatakan bahwa “status
adalah pola perilaku kolektif yang secara normal bias diharapkan oleh seseorang
dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola prilaku kolektif yang

diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang”.
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Menurut Soekanto (2006: 212) berpendapat bahwa ‘“Peranan merupakan

aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suautu peranan”.

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan

kemasyarakatan.

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi

struktur sosial masyarakat.
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Berdasarkan pengertian peran dan peranan diatas dapat disimpulkan
bahwa peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapakan oleh

masyarakatan atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status

apa yang a

benar-benar

Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir di ukur beberapa sub

indikator perencanaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel V.3 Frekuensi Jawaban Responden Tentang Peranan Camat Dalam
Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu
Babussalam Kabupaten Rokan HilirDilihat Dari Indikator

Perencanaan
N Pengukuran Variabel
Perencanaan B Cukup Kurang Keterangan
0 Jert Berperan Berperan
Apakah Camat
1 sudah melakukan i ) 16 2 -
penyusunan
rencana kerja 56,10% 39,03% 4.87% 100%
Apakah sudah
. 1 1 41
dilaksanakan y 2 8
penyusunan
2 | rencana
penyediaan 43,90% 36,58% 19,52% 100%
prasarana dan
fasilitas umum
Jumlah 41 2l 10 82
Rata-Rata 20,5 15,5 5 41
Persentase 50% 37,80% 12,20% 100%
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Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat jawaban responden tentang Peranan Camat
Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan
Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten
Rokan Hilir dilihat dari indikator perencanaan diketahui tentang apakah Camat
sudah melakukan penyusunan rencana kerja, bahwa responden menjawab sudah
sebanyak 23 orang dalam persentase yaitu 56,10%, kemudian jawaban responden
belum sebanyak 16 orang dalam persentase 39,03%, dan jawaban responden tidak

tau berjumlah 2 orang dengan persentase 4,87%. Dapat disimpulkan bahwa untuk
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sub indikator perencanaan yang pertama pemerintah kecamatan sudah berperan
dalam penyusunan rencana kerja dalam mengkoordinasi sarana dan fasilitas

umum.

responden

keseluruha

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Kubu
Babussalam pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 Jam 09.13 Wib, mengenai
indikator perencanaan, yaitu:

Kalau masalah perencanaan kerja kedepannya atau tahun yang akan tentu
sudah kami lakukan dari pihak kecamatan, maksudnya seperti ini, kami

dari pihak kecmatan menyusun rencana kerja untuk memelihara
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sarana dan prasarana tersebut setalah itu baru kami informasikan kepada
seluruh masyarakat kecamatan Kubu Babussalam.
Kalau masalah penyediaan sarana dan fasilitas umum itu sudah pasti

kami rencanaka

setiap tahunnya, tapi sesuai kebutuhan, bukannya

an.observasi penelit
oS
2018 peneliti temuk W

Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di
Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir
dapat disimpulkan sudah baik, ini dapat dilihat dari jawaban kuisiner responden
dengan persentase 50% dan perencanaan pun sudah dilakukan oleh pihak
kecamatan, hanya saja pihak kecamatan harus cepat mengambil sikap untuk

menginformasikan kepada masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam.
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2. Komunikasi

Berkenaan dengan adanya hubungan kerjasama antara pihak kecamatan
dengan pihak swasta ataupun pihak lainnya, dan juga berkenaan dengan apakah
pihak swasta atau” masyarakat.. memberika masukan kepada pihak kecamatan
dalam mengkoordinasi sarana dan fasilitas umum.

Jawaban responden tentang Peranan «Camat Dalam Mengkoordinasikan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk
Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir di ukur dari indikator
komunikasi dengan beberapa sub indikator dapat di lihat pada tabel di bawah ini :
Tabel V.4 Frekuensi Jawaban Responden Tentang Peranan Camat Dalam

Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu

Babussalam Kabupaten Rokan.Hilir- Dilihat Dari Indikator
Komunikasi

Pengukuran Variabel

Komunikasi Berperan Cukup Kurang Keterangan
Berperan Berperan
Apakah sudah 5 9 27 41
terjalin
komunikasi yang
baik antara pihak
kecamatan dan
1 [ masyarakat
dalam rangka 12,20% 21,95% 65,85% 100%
kegiatan
pemeliharaan
prasarana dan
fasilitas umum

Apakah 17 10 14 41
masyarakat teluk
o | nilap sudah

memberikan 41,46% 24,39% 34,15% 100%
masukan kepada

pihak kecamatan
Jumlah 22 19 41 82
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Rata-Rata 11 9,5 20,5 41

Persentase 26,82% 23,18% 50% 100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas dapat.dilihat jawaban responden tentang Peranan Camat
Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan
Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap-Keeamatan Kubu Babussalam Kabupaten
Rokan Hilir-dapat di tihat dari indikator komunikasi, diketahui apakah sudah
terjalin komunikasi yang baik antara pihak kecamatan dan masyarakat dalam
rangka kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas-umum, responden yang
menjawab terlaksana sebanyak 5 orang dalam persentase 12,20%, kemudian
jawaban responden tidak terlaksana sebanyak 9 orang dalam persentase 21,95%,
dan jawaban responden yang tidak tau berjumlah 27 orang dengan persentase
65,85%. Jadi rata-rata jawaban responden belum. terlaksananya kerjasama pihak
kecamatan dalam mengkoordinasi sarana dan fasilitas umum dengan pihak lain.

Kemudian jawaban responden tentang apakah masyarakat teluk nilap
sudah memberikan masukan kepada pihak kecamatan, responden yang menjawab
terlaksana sebanyak 17 orang dalam persentase 41,46%, kemudian jawaban
responden tidak terlaksana sebanyak 10 orang dalam persentase 24,39%, dan
jawaban responden tidak tau berjumlah 14 orang dengan persentase 34,15%. Jadi
rata-rata responden menajwab berperan, hal ini menunjukan bahwa masyarakat
sudah memberikam masukan kepada pihak kecamatan.

Maka berdasarkan hasil di atas dapat di simpulkan bahwa komunikasi di

antara pihak kecamatan dengan pihak lain dalam rangka Peranan Camat Dalam
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Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di
Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir,
sesuai dengan hasil di atas dapat disimpulkan kurang berperan dalam
mengkoordinasi pemeliharaan sarana dan fasilitas umum dilihat dari indicator
komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara 'yang penulis lakukan dengan Sekretaris
Kecamatan Kubu Babussalam pada hari senin tanggal 8 Noveember 2018, Jam
10.40 Wib mengenai indikator komunikasi, yaitu:

Kami dari pihak kecamatan sudah tentu sangat mengharapkan kerjasama
baik dari kami sendiri ataupun dari masyarakat dalam rangka memelihara
prasarana dan fasilitas pelayanan umum, tapi hanya saja kami sudah
berusaha untuk melakukan apa saja yang kami lakukan agar parasarana
dan fasiliats umum tetap terjaga tapi masih banyak masyarakat tidak
peduli dengan hal itu, sulit untuk kami melakuakan usaha pemeliharaan
kalau hanya dari pihak“kecamatan, saja kalau masyarakat tidak mau
peduli. Ya masyarakat yang ikut berperan dalam rangka pemeliharaan
prasarana dan fasiliatas umum hanya sedikit yang benar-benar ingin
membantu mempermudah kami dalam rangka pemeliharaan prasarana

dan fasilitas umum di kecamatan ini.

Dapat dilihat dari hasil pernyataan wawancara di atas bahwa komunikasi
yang dilakukan pihak Kecamatan Kubu Babussalam menunjukan bahwa belum
terjadi komunikasi yang baik antara pihak kecamatan dan masyarakat.

Kemudian berdasarkan hasil observasi penulis pada hari senin tanggal 12
November 2018 bahwa komunikasi dalam sub indikator kedua yaitu apakah
masyarakat juga ikut berperan dalam upaya pemeliharaan prasana dan fasilitas

umum di Kecamatan Babussalam, memang tidak banyak masyarakat yang teralalu



peduli dalam rangka pemeliharaan prasrana dan fasilitas umum, dan malahan
lebih banyak masyrakat yang tidak menghiraukan himbauan dari pihak
kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian dilihat.-dari kuisioner, wawancara dan
observasi. mengenai indikator komunikasi dalam Peranan Camat Dalam
Mengkoordinasikan Pemeliharaan: Prasaranadan Fasilitas Pelayanan Umum di
Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir
dapat disimpulkan dan dinilai belum baik, ini dapat dilihat dari jawaban kuisiner
responden dengan persentase 50%, dan ini di sebabkan oleh masyarakat tidak
terlalu andil bagian dalam rangka pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di
kecamatan Kubu Babussalam.

3. Pembagian dan Hubungan Kerja

Berkenaan dengan adanya kerjasama secara kooperarif dan juga adanya
tugas yang diberikan kepada masing-masing pihak.

Sehubungan dengan indikator pembagian dan hubungan kerja yang
dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam rangka Peranan Camat Dalam
Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana.dan Fasilitas Pelayanan Umum di
Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir
di ukur beberapa sub indikator waktu dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.5 Frekuensi Jawaban Responden Tentang Peranan Camat Dalam
Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu

Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Dilihat Dari Indikator
Pembagian dan Hubungan Kerja

N | Pembagian dan Pengukuran Variabel

Keterangan

0 | Hubungan Kerja | Berperan Cukup Kurang
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Berperan Berperan
Apakah pihak 10 21 10 M
kecamatan sudah
melakukan
1| hubungan

koordinasi 51,22%

diketahui apakah pihak kecamatar elakukan hubungan koordinasi dengan
pihak lain, bahwa responden menjawab terlaksana sebanyak 10 orang dalam
persentase yaitu 24,39%, kemudian jawaban responden belum terlaksana
sebanyak 21 orang dalam persentase 51,22%, dan jawaban responden tidak tau
berjumlah 10 orang dengan persentase 24,39%. Jadi rata-rata responden

menjawab belum berperan, hal ini menunjukan bahwa pihak kecamatan belum

melakukan hubungan koordinasi denganbaik dengan pihak lain.
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Kemudian jawaban responden tentang apakah camat sudah memberikan
tugas secara merata baik itu kepada masyarakat ataupun pihak kecamatan,

responden yang menjawab terlaksana sebanyak 14 orang dalam persentase yaitu

hubungan kerja y ihak Kecamat am rangka Peranan Camat

Dalam Me silitas  Pelayanan

Umum di Kepe | . or: 33 Kabupaten

tanggal 5 November 2018 Ja ai.indikator pembagian dan
hubungan kerja, yaitu:

Itu sudah tentu, kami dari pithak kecamatan selalu mengkoordinasikan
atau bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka pemeliharaan fasilitas
ini. Sudah, kami sudah memberikan tugas untuk masing-masing pihak
agar pemeliharaan ini berjalan dengan baik terutama bagi pihak
kecamatan sendiri, hanya saja tidak semua pihak menjalankan tugasnya

dengan maksimal.
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Sedangkan berdasarkan observasi peneliti pada hari selasa 6 November
2018 peneliti temukan :

“kalau untuk kerjasama dengan pihak lain itu sudah dilakuaan oleh pihak
kecamatan hanya saja kerjasama yang.dilakukan tidak sepenuhnya
maksimal berjalan. Begitu juga dengan tugas yang diberikan kepada
masing-masing pihak, itupun juga sudah ada hanya saja pihak yang
diberikan tugas ada juga-yang kurang:baik menjalankan atas tugas yang
diberikan dalam-.rangka pemeliharaan prasrana dan fasilitas umum di Kbu

Babussalam.

Dapat dilihat dari pernyataan wawancara dan observasi yang dilakukan,
bahwa dalam indicator pembagian dan hubungan kerja memang sudah dilakukan
oleh pihak Kantor Camat Kubu Babussalam, hanya saja masih banyak terdapat
kekurangan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari kuisioner, wawancara dan
observasi mengenai indikator - pembagian ‘dan _hubungan kerja dalam rangka
Peranan Camat dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan
Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten
Rokan Hilir dapat disimpulkan cukup baik, ini.dapat dilihat dari jawaban kuisiner
responden dengan persentase 48,78%.

4. Mengadakan Pertemuan

Indikator ini erat berhubungan dengan apakah pihak kecamatan atau pihak
lainnya saling memberikan informasi tentang sara dan fasilitas umum, dan adanya
tujuan yang harus dilaksanakan.

Jawaban responden dengan indikator mengadakan pertemuan yang

dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam rangka Peranan Camat Dalam
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Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di
Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

di ukur dari beberapa sub indikator dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.6 Frekuensi Jawaban Responden Tentang Peranan Camat Dalam
Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
Pelayanan Umum di-Kepenghuluan. Teluk Nilap Kecamatan Kubu
Babussalam,y:Kabupaten Rokan Hilir . Dilihat Dari Indikator
Mengadakan Pertemuan

N| Mengadakan Pengukuran Variabel
Periiud Berperan Cukup Kurang Keterangan
Berperan Berperan
Apakah sudah 18 14 9 1
terlaksana
pertukaran
informasi
1 | berkaitan-dengan
pemeliharaan 4390% | 3415% | 21,95% 100%
prasarana dan
fasilitas
pelayanan umum
Apakah tujuan 6 21 14 1
dalam upaya
2 pemeliharaan
prasarana dan
fasilitas umum 14,63% 51,22% 34,14% 100%
sudah terlaksana
Jumlah 24 35 23 82
Rata-Rata 12 17,5 11,5 41
Persentase 29,26% 42,68% 28,04% 100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat jawaban responden tentang Peranan Camat
Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan

Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten
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Rokan Hilir dapat di lihat dari Indikator pertemuan, dapat diketahui apakah sudah
terlaksana pertukaran informasi berkaitan dengan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum, bahwa responden terlaksana sebanyak 18 orang dalam

tentang pe

Ke AW onde D an dalam upaya
pemeliharaan | ana dan fa "“ 1 erla a, responden yang
menjawab sana sebanyak 6 orang dalar S , kemudian
jawaban respong C a S J dalam persentase

51,22%, dan

Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan
Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten
Rokan Hilir, sesuai dengan hasil di atas dengan rata-rata persentase 42,68%

berada pada kategori cukup berperan.
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Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada hari senin
tanggal 5 November 2018 Jam 14.20 Wib, mengenai indikator mengadakan
pertemuan dan hubungan kerja, yaitu:

Sudah tentu, kami dari.pihak kecamatan selalu berupaya memberikan
informasi_kepada msayarakat bagaimana cara agar prasarana dan
fasilitas umum ini terjaga dengan baik, sehingga tujuannya dari
pemeliharaan pun tercapai dengan baik. Kalau masalah informasi kadang
memang ada msyarakat yang melaporkan kondisi prasaraan dan fasilitas

umum kepada kami.

Sedangkan berdasarkan observasi peneliti pada hari minggu 10 November

2018 peneliti temukan :

“masalah tujuan pemeliharaan yang dilakukan pihak kecamatan memang
sudah ada yang tercapai dan juga sudah ada prasarana dan fasilitas umum
yang diperbaiki, tetapi masih ada yang belum diperbaiki sehingga tujuan
pemeliharaan belum tercapai sepenuhnya:

Dapat dilihat dari pernyataan wawancara dan observasi yang dilakukan,
bahwa dalam indicator pembagian dan hubungan kerja memang sudah dilakukan
oleh pihak Kantor Camat Kubu Babussalam, hanya saja masih banyak terdapat
kekurangan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari kuisioner, wawancara dan
observasi mengenai indikator mengadakan pertemuan dalam rangka Peranan
Camat dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di
Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir
dapat disimpulkan cukup baik, ini dapat dilihat dari jawaban kuisiner responden

dengan persentase 42,68%.
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Berdasarkan jawaban

responden terhadap Peranan Camat

82

Dalam

Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di

Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

dari keseluruhan_indikator dapat.dirangkumkan-jawaban responden dalam sebuah

tabel rekapitulasi di bawah ini :

Tabel V.7 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Peranan Camat

Dalam Mengkoordinasikan
Fasilitas Pelayanan Umum di

Pemeliharaan

Prasarana dan
Kepenghuluan Teluk Nilap

Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

Pengukuran Variabel
No Peranan Cukup Kurang Keterangan
Berperan
Berperan Berperan
20,5 e 5 41
1. | Perencanaan
50% 37,80% 12,20% 100%
11 9,5 205 41
2. | Komunikasi
26,82% 23,18% 50% 100%
3 Pembagian dan i ' ° M
Hubungan Kerja 29,26% 48,78% 21,95% 100%
Mengadakan 12 17,5 11,5 41
4| Pertemuan 29,26% 42,68% 28,04% 100%
Jumlah 55,5 62,5 46 164
Rata-Rata 13,87 15,63 11,5 41
Persentase 33,82% 38,12% 28,06% 100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018
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Pada tabel di atas dapat dilihat Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk

Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dapat dinilai sebagali

berikut :

ap Kecamatan

dari indikator

Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan
Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir melalui indikator mengadakan

pertemuan dinilai cukup berperan.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

adalah dapat
indicator yang
penulis ¢ dan hubungan

kerja da

‘i"\a‘\‘%‘ "

N
<

sebanyak

hubungan kerja terhadapt instasi terkait dalam pemeliharaan prasarana

dan fasilitas pelayanan umum di kepenghuluan teluk nilap kecamatan
kubu babussalam.

2. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga fasilitas-fasilitas
pemerintah yang ada di kepenghuluan teluk nilap kecamatan kubu
babussalam sehingga terdepat beberpa coretan-coretan cat polok di
dinding-dinding fasilitas umum seperti pasar tradisional dan gedung

serbaguna.
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B. Saran
Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Peranan Camat

Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan

AT

AR -
rF P
il X
? 2
.

¢
{

nyaman atas prasarana dan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Kubu

Babussalam.
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